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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas
limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga
penulis berhasil menyelesaikan buku dengan baik. Buku yang
berjudul “Pengantar Administrasi Publik” disusun dengan harapan
dapat membantu mahasiswa, dosen maupun masyarakat umum
yang mencari referensi terkait administrasi publik.

Buku ini dikemas dan disusun dalam 8 bab, yaitu:

BAB 1 Pendahuluan

BAB 2 Kebijakan Publik

BAB 3 Manajemen Publik

BAB 4 Birokrasi Administrasi Publik

BAB 5 Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Administrasi Publik
BAB 6 Etika Administrasi Publik

BAB 7 E-Government dalam Administrasi Publik

BAB 8 Evaluasi Kinerja dalam Administrasi Publik

Penyusunan dan penulisan buku ini mungkin ada
kekurangan yang tidak sengaja ataupun karena perkembangan
ilmu pengetahuan yang belum penulis ketahui, sehingga buku ini
masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan dan saran yang
membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya buku ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama
pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah
mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini.
Semoga buku ini dapat bermanfaat dan selamat membaca.
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BAB
PENDAHULUAN

A. Sejarah Perkembangan Administrasi Publik
Administrasi publik telah berkembang sepanjang sejarah

dari masa ke masa sejalan dengan perkembangan peradaban
dan sejarah umat manusia karena negara-negara telah
membangun hubungan yang kuat antara pemerintah dan
masyarakatnya. Asal usul bidang ini berasal dari masyarakat
kuno, seperti Mesir dan Roma, yang pada saat itu urusan publik
diatur berdasarkan kantor. Bangsa Romawi menciptakan
hierarki administratif yang berbeda untuk urusan militer,
peradilan, keuangan dan perpajakan, serta urusan luar negeri,
yang masing-masing dijalankan oleh pejabat utama negaranya
sendiri.

Sistem administrasi negara pertama kali diterapkan di
negara-negara daratan Eropa, karena pada saat itu Negara Eropa
merupakan negara Kerajaan. Selanjutnya, negara yang meng-
gunakan sistem administrasi negara adalah Perusia dan Austria.
Di negara ini sistem administrasi negara yang digunakan sangat
kental. Perancis saat itu juga menganut sistem administrasi
seperti Eropa yang menggunakan sistem kameralisme pada
abad ke-18. Dalam sistem kameralisme inilah awal mulanya
administrasi negara mencapai efesiensi manajemen. Dalam
pencapaian efesiensi manajemen tersebut administrasi negara
dianggap membutuhkan tenaga dan sarjana ahli, maka
dibangunlah sekolah nasional dan profesional di negara yang
menggunakan sistem kameralisme.
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KEBIJAKAN
PUBLIK

Pengertian Kebijakan Publik
Ruang lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas

karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi,
politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu
dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional,
regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan
pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan
daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara
terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu
ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita
mengartikannya. Kebijakan publik atau public policy adalah
istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan
dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam kuliah-kuliah
ilmu administrasi, ilmu hukum, dan ilmu politik. Oleh karena
itu, istilah kebijakan publik dapat dikatakan bukan hal yang
baru dalam tataran dunia akademisi. Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep
dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam
pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara
bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan
cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen
dalam usaha mencapai sasaran.

Adapun beberapa defenisi kebijakan publik yang
disampaikan oleh para ahli dengan pendekatan dan batasan
kebijakan publik yang ditawarkan sebagai berikut.



BAB
MANAJEMEN

PUBLIK

A. Pengertian Manajemen Publik
Manajemen publik merupakan cabang keilmuan dari

administrasi publik yang membahas mengenai restrukturisasi
organisasi, sistem penganggaran, manajemen sumberdaya, dan
evaluasi program. Konsep manajemen publik sangat bergantung
pada situasi dan kondisi lingkungan yang ada sehingga dapat
berfungsi dengan baik. Dalam buku ini dijelaskan juga mengenai
teori-teori utama dalam manajemen publik, diantaranya Teori
kelembagaan baru (New Institusionalism Theory), Teori Pilihan
Publik (Publik Choice Theory) dan Principal Agent Theory. Pada
teori manajemen, terdapat konsep manajemen tradisional dan
kontemporer pada sektor publik yang kemudian diaplikasikan
pada fungsi utama manajemen yaitu PODSCORB (Planning,
Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan
Budgeting).

Secara umum, manajemen publik atau manajemen
pemerintah merupakan suatu upaya pemerintah dalam
memenuhi kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan
prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi
suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik
organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor publik,
seperti organisasi pemerintahan. Manajemen sektor publik yang
diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan
orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik
menjadi sama dengan sektor swasta. Mahmudi (2010:38-40)
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BAB BIROKRASI

ADMINISTRASI
PUBLIK

A. Pengertian dan Karakteristik Birokrasi
Institusi birokrasi merupakan ruang mesin suatu negara

yang di dalamnya berisi orang-orang yang digaji dan
dipekerjakan oleh negara untuk memberikan nasehat dan
melaksanakan kebijakan politik negara. Sekalipun secara teoritis
pengertian birokrasi dapat dipahami secara sederhana sebagai
aparatur negara, namun secara praktis pengertian birokrasi
masih sering menimbulkan kontroversi pada konsepsi yang
paling luas. Birokrasi sering disebut sebagai badan/sektor
pemerintah atau dalam konsepsi bahasa Inggris disebut public
sector, atau juga public service atau public administration.
Konsepsi itu mencakup institusi atau orang yang
penghasilannya berasal secara langsung atau tidak langsung
dari uang negara atau rakyat yang biasanya tercantum dalam
APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) atau APBD
(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Akan tetapi di banyak
negara, ada beberapa kelompok bidang profesi seperti guru,
pegawai BUMN, angkatan Dbersenjata, yang walaupun
penghasilannya berasal dari uang negara, namun tidak
dimasukkan sebagai bagian dari badan pemerintah atau public
sector. Dibandingkan dengan subyek ilmu pengetahuan yang
lain, sesungguhnya eksistensi birokrasi baik sebagai fenomena
politik administrasi maupun sebagai subyek ilmu pengetahuan
dapat dikatakan masih relatif baru. Keberadaan birokrasi secara
institusional muncul setelah manusia mulai mengenal bentuk
negara modern. Sebagai obyek kajian ilmu pengetahuan, kajian
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BAB EFEKTIVITAS DAN

A.

130

EFISIENSI
PELAKSANAAN
ADMINISTRASI PUBLIK

Pengertian Efektivitas dan Efisiensiensi
Efektivitas dan efisiensi merupakan dua konsep penting

dalam bidang administrasi publik. Kata efektivitas tidak dapat
disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memilki arti yang
berbeda sekalipun dalam berbagi pengunaan kata efisiensi
digandengkan dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung
pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan
efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian
tujuan.

Secara etimologis,efektivitas berasal dari kata efektif yang
artinya memiliki efek, pengaruh, atau akibat. Konsep keefektifan
digunakan untuk merujuk kepada derajat pencapaian tujuan
dari suatu aktivitas. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai
sesuai dengan perencanaan. Efektivitas merupakan unsur pokok
aktivitas untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah
ditentukan sebelumnya. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris,
yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan
berhasil dengan baik. Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata
efek dan istilah ini digunakan sebagai hubungan sebab akibat.
Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel
lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan
sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran
tercapai karena adanya proses kegiatan (Harbani Pasolong,
2007:4). Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif
apabila masyarakat memperoleh kemudahan pelayanan dengan



BAB ETIKA
ADMINISTRASI
PUBLIK

A. Pengertian dan Urgensi Etika Administrasi Publik
Dalam ensiklopedi Indonesia etika sebagai ilmu

kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia
hidup dalam masyaraka, apa yang baik dan apa yang buruk.
Secara etimologis, etika berasal dari kata ethos (bahasa Yunani)
yang berarti kebiasaan atau watak. Etika menurut bahasa
Sansekerta lebih berorientasi pada dasar-dasar, prinsip, aturan
hidup yang lebih baik. Etika menurut Bertens (dalam Pasolong,
2007: 190) adalah kebiasaan, adat atau akhlak dan watak. Dari
definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah etika selalu
berhubungan dengan kebiasaan atau watak manusia (sebagai
individu atau dalam kedudukan tertentu), baik kebiasaan atau
watak yang baik maupun kebiasaan atau watak buruk. Watak
baik yang termanifestasikan dalam kelakuan baik, sering
dikatakan sebagai sesuatu yang patut atau sepatutnya,
sedangkan watak buruk yang termanifestasikan dalam kelakuan
buruk, sering dikatakan sebagai sesuatu yang tidak patut atau
tidak sepatutnya. Dalam lingkup pelayanan publik, etika
administrasi publik (Pasolong, 2007: 193) diartikan sebagai
filsafat dan profesional standar (kode etik) atau right rules of
conduct (aturan berperilaku yang benar) yang seharusnya
dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi
publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika
administrasi publik adalah aturan atau standar pengelolaan,
arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan
manajemen; aturan atau standar pengelolaan yang merupakan
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BAB E-GOVERNMENT

DALAM ADMINISTRASI
PUBLIK

A. Pengertian dan Peranan E-Goverment
Inovasi data dan korespondensi (ICT) atau Data

Correspondence Innovation (ICT), khususnya web mengubah cara
hidup individu di era industry 4.0 dan era socity 5.0. Meskipun
demikian, tidak ada bagian dari keberadaan manusia yang jauh
dari TIK, khususnya web. (Kurnia et al., 2018) Kemajuan inovasi
data diterapkan sebagai administrasi dengan tujuan agar
masyarakat umum dapat mengetahui dan mengatur penyajian
otoritas publik untuk mengakui administrasi yang hebat. Salah
satu jenis organisasi pemerintahan dengan memanfaatkan
kerangka kerja administrasi berbasis inovasi yang terkenal
dengan sebutan E-Government. E-Government adalah jenis
aplikasi administrasi yang dapat bekerja pada sifat administrasi
publik yang bergantung pada inovasi dan korespondensi untuk
menjawab permintaan dan kebutuhan masyarakat yang
membutuhkan penanganan informasi yang cepat dan data yang
tepat. E-Government diharapkan dapat lebih mengembangkan
produktivitas, kecukupan, keterusterangan, dan tanggung
jawab organisasi pemerintah yang bertekad untuk membangun
kepercayaan publik terhadap gambaran organisasi yang
didukung pembayar pajak, khususnya administrasi. Manfaat
web sangat besar, terutama dalam bidang bisnis, hiburan, dan
pemerintahan kota.

E-Government merupakan singkatan dari elektronik
Government atau elektronik pemerintah. E-Governtment biasa
dikenal sebagai e-gov, pemerintah digital, online pemerintah,
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BAB EVALUASI KINERJA

DALAM ADMINISTRASI
PUBLIK

A. Pengertian Evaluasi Kinerja
Evaluasi dapat disamakan dengan istilah penaksiran

(appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian
(assesment). Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai
akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik.
Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan
bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi meliputi apakah
uang tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.
William N. Dunn, mengatakan bahwa evaluasi adalah usaha
untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.
Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkaitan dengan
produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan
(Dunn, 2003:608). Evaluasi merupakan suatu proses untuk
menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan
tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu
dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada
selisih di antara keduanya, serta bagaimana tindak lanjut atas
perbedaan itu. Jadi tampak jelas bahwa untuk melakukan
evaluasihasil, dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan
sebuah program atau proyek. Penilaian terhadap kinerja sebuah
program atau proyek ini hendaknya dilakukan secara
partisipatif oleh kelompok yang menjadi sasaran pelaksanaan
program atau proyek tersebut dibutuhkan tolak ukur tertentu
sebagai acuan, seperti misalnya yang terdapat dalam suatu
program kerja. Program kinerja ini pada gilirannya akan
dilaksanakan dan di evaluasi. Evaluasi adalah memberikan
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